ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG RENTENG AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG 
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1017 K/Pdt/2021)

Fahmi Aditya Nasution
(235114101)

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian merupakan fenomena yang sering terjadi dalam praktek. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, bisa karena faktor kesalahan para pihak maupun di luar kesalahan para pihak. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah  bagaimana pengaturan prinsip tanggung renteng dalam perjanjian hutang piutang, bagaimana akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian tanggung renteng hutang piutang, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1017 K/Pdt/2019. Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (library research). Jenis data penelitian ini adalah data sekunder dan disusun secara sistematis dan untuk mentelaah data-data sekunder menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan prinsip tanggung renteng dalam perjanjian pembangunan perumahan adalah Pasal 1278 dan 1280 KUHPerdata. Gugatan tanggung renteng merupakan salah satu bentuk gugatan yang dapat digunakan dalam sengketa keperdataan yaitu apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi seperti dalam perjanjian pembangunan perumahan. Akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian tanggung renteng hutang piutang, maka pihak yang dirugikan melakukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian untuk menyelesaikan pembayaran. Kerugian lain akibat wanprestasi yang tidak memenuhi perjanjian hutang piutang mengakibatkan hilangnya keuntungan yang diharapkan jika tidak terjadi wanprestasi, sehingga pihak yang menimbulkan kerugian secara  bersama-sama (tanggung renteng) harus membayar dan memberikan ganti kerugian atas keterlambatan dan kesengajaan tidak membayarkan hutangnya.Kesimpulan dari pembahasan bahwa pertimbangan  hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1017 K/Pdt/2021 adalah para tergugat terbukti telah membeli barang berupa granit yang pembayarannya dilakukan dengan mengangsur atau mencicil  tetapi sampai waktu yang telah disepakati Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada para penggugat meskipun telah diperingatkan oleh para penggugat. 
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LEGAL REVIEW OF JOINT LIABILITY DUE TO BREACH OF DEFAULT
IN DEBT AGREEMENTS (STUDY OF THE DECISION OF THE
SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1017 K/PDT/2021)

FAHMI ADITYA NASUTIO!
NPM. 235114101

ABSTRACT

Breach of contract implementation is a phenomenon that ofien occurs in practice.
Many faciors cause breach of contract, either due 1o the fuult of the parties or
beyond the fuult of the parties. The formulation of the problem in this research was
on how 1o regulate the principle of joint liability in debt agreements, what the legal
consequences of breach of contract on debt agreements were, and what the legal
considerations of judges in the Supreme Court decision Number 1017 K/Pdy/2019
were. This thesis was written using the library research method. The type of
research data was secondary data and is arranged systematically and 10 examine
secondary data using a normative legal approach and analyzed qualitatively. The
regulation of the principle of joint liability in housing development agreements is
drticle 1278 and 1280 of the Civil Code. A joint liability lawsuit is one form of
lawsuit that can be used in civil disputes, namely if one party is in defauli as in a
housing development agreement. As a result of the law of default on the joint
liability agreement for debts, the injured party files a lawsuit so thal the party
causing the loss can complete the payment. Other losses due to default rhat do not
Sulfill the debt agreement result in the loss of expected profits if there is no defaul,
S0 that the parties who cause losses together (jointly liable) must pay and provide
compensation for delays and deliberate failure to pay their debts. The conclusion
of the discussion is that the legal considerations of the judge in the decision of the
Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1017 K / Pdt / 2021 are that
the defendants were proven to have purchased goods in the form of granite for
which-payment was made in installments or installments but until the agreed time
id not fulill their obligations to the plaintiffs even though they had
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